Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan
pedoman pengelolaan risiko yvang dapat digunakan
untuk mengelola risiko dilingkungan Pemerintah
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yvang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undagn Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negar Republik
Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambanhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengeiolaan Keuangan Daeran
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

&

6.

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
Unit Pemilik Risiko vang selanjutnyva disingkat UPR adalah unit keria
yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.




11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negaiif ierhadap pencapaian tujuan.

13. Kebijakan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan
program kegiatan serta menjadi tolak ukur bagi Internal Audit dalam
melaksanakan pemeriksaan.

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daeran.

15. Reviu adalah penelaahan wulang bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
perangkat daerah seria rencana pembiayaan sebagail dasar penyusunan
APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman bagi
peiabat dan/atau seluruh Pegawai pada Pemerintah Daerah untuk
melakukan penilaian Risiko.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah
Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengelolaan risiko;
b. pelaporan; dan
c. sanksi administratif.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis
Pemerintah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai PD.

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai diseluruh
tingkatan organisasi di setiap PD;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam proses pengambilan keputusan
di seluruh tingkatan organisasi: dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), berupa :

pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan:

sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;

penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Boop

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan
risiko, vang terdiri atas :

Bupati sebagai penanggung jawab;

Sekretaris Daerah sebagai Koordinator;

Bupati dan pimpinan PD/Unit kerja sebagai UPR;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai unit
kepatuhan; dan

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

aooDp
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(2) Bupati sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko
dilingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Bupati dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkungan kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerabh.

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang

mmamsmmandni atan mamarasmasm mamonlalone smiailras Dass ariednls Tiaaeals
ililiaual awdas plliliapall pUligliuldail 119100 1 Llliviuilall wvaviaill.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati
membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2) Komite Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Bupati sebagai Ketua,;
b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagai koordinator merangkap anggota: dan
c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan
Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota.

Pasal 9

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

mempunyai tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah: dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris
Daerah.

Pasal 10

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR tingkat eselon II; dan

c. UPR tingkat eselon III dan IV.

Pasal 11

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a. mempunyai tugas:




(2)

(3)

(1)

3)
(4)

(1)

a. menyusun strategi pengelolaan risiko;

menyusun rencana kerja pengelolaan risiko;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko: dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,

mempunyai tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat eselon II pada
masing-masing PD:

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat eselon II pada
masing-masing PD;

c. melakukan Identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing PD; dan

d. menatausahakan proses pengelolaan risiko pada masing-masing PD.

UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf ¢, mempunyai tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

o

Bagian Keempat
Penyeienggaraan Proses Pengeiolaan Risiko

Pasal 12

Proses Pengelolaan Risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

D. peniiaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi: dan

€. pemantauan.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan paling lama 1 (satu) tahun.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya risiko dan pengelolaan risiko.
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(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam
setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 14

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,
bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan
pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penilaian Risiko dilakukain atas tujuai.

a. strategis Pemerintah Daerah;

b. strategis (entitas) PD: dan

c. operasional (kegiatan) PD.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikan RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra PD atau setelah diselesaikannya renstra PD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses
nnnnnnnnnn DA DY Alal Aian~laanilrasmasrs DIJA T)D

B

(6) Proses Penilaian risiko mehpuu.
a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis risiko.

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6)
huruf a, terdiri atas tahap:

a. penetapan konteks/tujuan; dan

b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 16

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 15 huruf
a. bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan
sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi tiga konteks yaitu:

a. strategis Pemerintah Daerah,;
b. konteks strategis (entitas) PD; dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaiman tercantum dalam
dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalarn konteks strategis (entitas} PD ditetapkan berdasarkan
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(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-PD.

Pasal 17

Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf b, bertuiuan memberikan pemahaman vang sama mengenai
kriteria penilaian dan analisis atas risiko.

Kriteria penilaian risiko meliputi skala:

a. dampak risiko;

b. kemungkinan risiko; dan

c. tingkat risiko.

Pasal 18

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf
b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko vang dapat menghambat
tujuan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2).

Tahap Pelaksanakan Identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko. dan dampak
risiko; dan

b. mendokumentasikan proses Identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 19

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf c,

merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko

dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko

dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan

RIP.

Tahap Pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisa dampak dan kemungkinan risiko;

b. melakukan validasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian vang ada dan vang dibutuhkan;
dan

d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf ¢, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebiiakan dan/atau prosedur: dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.




(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)
(2)

(3)

4

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi
Internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan,
sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi vang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf S
Pemantauan

Pasal 22

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e,
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Kepaia PD (Pejabat Eseion II), Kepala Bagian/Kepala Bidang
(Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala UPT
(Peiabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksakan oleh
Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi. dan pengawasan lainnya.

BABV
PELAPORAN

Pasal 23

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
laporan:

a. pelaksanaan penilaian risiko;

b. pengelolaan risiko oleh UPR; dan

c. pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, berupa dokumen penilaian risiko/RTP dan disusun setelah
dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian
risiko operasional PD.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan
kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan
internal.
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(5) Laporan pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan
intenal.

(6) Laporan pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR
Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat
operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

(7) Laporan pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) PD yang tidak membuat laporan pelaksanaan RTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 diberi sanksi administratif.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
teguran:
a. lisan; dan
b. tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
STEMPEL PARAF KOORDINASI

Timur:
NT M WU TIMUR
s - Ditetapkan di Malili

SEKDA b i AARAF | pada tanggal 7 Desember 2022
L__ | BUPATI LUWU TIMUR,

ASISTEN \P—“
|

KA.DIS/BADAN/KANTOR .{-

KA.BID/KABAG T f : 9\ -

KASUBAG/KA SEXS: }‘\‘ BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

—t
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 40
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERITAH DAERAH

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian
Intern vang harus diselenggarakan di lingkungan instansi Pemerintah.
Penyelenggaraan SPIP tersebut mencakup kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang
dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan
di Instansi Pemerintah. Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya
kontribusi dari semua unsur vang ada di lingkungan instansi pemerintah
pada setiap level untuk menjalankan fungsi masing-masing dengan baik.

Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari
adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi.
Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan
sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnyva di
masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil. Sementara risiko adalah
ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan
atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif,
risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus
dikelola melalui suatu mekanisme vang dinamakan pengelolaan (manajemen)
risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik
yang berbentuk koorporasi yang berorientasi laba maupun organisasi
masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah,
instansi pcmcrintah) yang beroricntasi kcpentingan publik dibentuk dan
dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku
kepentingan (Stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
khususnya Bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan
Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 13, disebutkan bahwa penilaian
risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Olehnya dalam rangka
peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan pedoman Pengelolaan
Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah
daerah;
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2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau
aktifitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu
Timur.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas)

SKPD, dan tujuan strategis tingkat kegiatan (operasional) SKPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertuiuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah
yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah
dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, dibantu oleh kepala SKPD Selaku
Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) SKPD
Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko
prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam
perencanaan strategis (Renstra) SKPD.
Pengelolaan risiko strategi SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan
SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai unit pemilik risiko tingkat
eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD
Pengelolaan Risiko Operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama SKPD
yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD, Seperti
: Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja SKPD (Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, dibantu

mnlhasni TTait Daeailil, DkEa:l- Mo rlrnd T anla N Ane TTe Drenilily Diasl-
DL vagal wilil 1 CiHhlid RiISInU iilngnac 13C10I1 o Gail uuu, Pk RiSinG

Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan Kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang
sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup
pemerintah daerah mengenai kriteria-kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan

Hrem lrmn e wrmemee 43 dAlr Anend Al A~ Aelaals
ux\dxsuum uusncu. J.AQI..I\U yauig uuan LLO.PCI.L ditCrima dan mcmcrnu=kan xpol.auu

penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen,
vaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas)
Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (nilai risiko).

1) Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerapkan kriteria skala 5 yang
dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :
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Tabel 1.1

Matriks Tingkat Dampak Risiko

Sangat signifikan / Sangat
besar

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
sangat signifikan

Signifikan / besar

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
tinggi / signifikan

Sedang / Medium

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
sedang

Kurang signifikan / kecil

Tidak signifikan / sangat
kecil

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
rendah / kurang signifikan

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
tidak signifikan

2) Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerapkan kriteria skala 5 yang
dapat dijabarkan pada tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Matriks Skala Kemungkinan Risiko

pasti terjadi

Sangat signifikan / hampir ' 5 Kemungkinan terjadinya risiko sangat '

sering (lebih dari 70% atau lebih 7 kali
dalam 10 tahun)

Kemungkinan besar /
sering terjadi

Kemungkinan terjadinya risiko sering
(sebesar 51-70% atau 4 s.d 7 kali
dalam 10 Tahun)

Kadang-kadang/mungkin
terjadi

Kemungkinan terjadinya risiko kadang-
kadang (sebesar 31%-50% atau 3 s.d 5
kali dalam 10 Tahun)

Kemungkimam Kecil /
JaLaL

Kemungkinan terjadinya risiko rendah
[ | *q 1 4 AN/ MAng N k] 1~
/ Beou \SCUCSHJ. 1170-0OU70 dldu 1 S5.U O

kali dalam 10 Tahun)

Sangat jarang

Kemungkinan teriadinya risiko sangat
kecil (sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam
10 Tahun

3) Skala Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
(Acceptable riskk maupun tingkat risiko vang tidak dapat diterima
(unacceptable risk). Berikut merupakan tabel penjelasan skala nilai risiko:
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Tabel 1.2
Matriks Skala Nilai Risiko

~ 1-S(Sangatrendah) | Dapat Diterima
6 — 10 (rendah) Dapat Diterima

11 — 15 (Moderat / sedang) Harus menjadi perhatian manajemen
dan diperiukan pengendaiian yang baik

16 — 20 (tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen

dan diperlukan pengendalian yang bhaik

21 - 25 (Sangat Tinggi) Tak dapat diterima, diperlukan
pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
accepiabie/ unaccepiabie risk, dapat puia digunakan matriks anaiisis
risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level
risiko/ risk appetite vang telah ditentukan, dengan tabel sebagai berikut :

Table 1.3
Matriks Analisis Risiko

Dampak/Konsekuensi

MATRIKS Tidak Sangat

ANALISIS lusfn(o ig S Sedeng Besar lanifiban

Kemungkinan
Terjadinya Risiko

Hampir pasti

Kemungkinan
besar

Mungkin

Kemungkinan
kecil

Sangat jarang

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiki prioritas yvang
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi
oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Sebagai
contoh, dalam tabel diatas, kategori sangat tinggi (merah), dan tinggi
(orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan
penanganan dengan prioritas vang sangat tinggi (unacceptable risk).
Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas
berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan
sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan
diterima (acceptable risk).

C. Waktu, tahapan dan pihak vang terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan dan pihak yang terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut :
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Tabel 1.4

Matriks Waktu, Tahapan dan Pihak yang terkait Pengelolaan Risiko

[ [ Tahanan |
- Tahapan Pengelolaan Output Tahapan
No Waktu Manajemen Risiko Pelaksana Pen:fltlaan Risiko
Pemda

1 | Proacs Proscs Arahan dan kchijakan Komite - Dockumcn Arahan
Penyusunan | Penyusunan penilaian risiko 5 tahun Pengelolaan dan Kebijakan
RPJMD RPJMD Penyusunan Risiko Risiko Penilaian Risiko 5
{Satu tahun Strategis Pemda Sekda selaku Tahunan
sebelum koordinator - Daftar Risiko dan
RPJMD 5 UPR Pemda RTP Strategis
Tahunan (Bupati dan Pemda
s/d RPJMD Kepala SKPD)
ditetapkan

2 | Proses Proses Penyusunan Risiko Komite Daftar Risiko dan
Penyusunan | Penyusunan | Strategis (entitas) SKPD Pengelolaan RTP Strategis
Renstra Renstra Risiko (entitas) SKPD
SKPD (Satu SKPD Sekda selaku
tahun koordinator
seheliim TIPR  Tingkat
RPJMD S eselon 2
Tahunan (Kepala SKPD
berjalan 5/d dan
RPJMD Kabag/Kabid
ditetapkan SKPD)

3 |Januari - | Penyusunan | Arahan Kebijakan dan | Komite Dokumen Arahan
Mei Tahun | RKPD dan | Risiko Tahunan pengelolaan Risiko | dan kebijakan
20xx - 1 Renja SKPD penilaian risiko

tahunan

4 | Agustus - | Penyusunan | Penyusunan risiko Kepala SKPD Daftar Risiko dan
September RKA SKPD | operasional SKPD Unit Pemilik | RTP Operasional

(Penetapan Risiko tingkat | SKPD
rencana Eselon 3 dan 4
sasaran dan SKPD
pagu
anggaran
ner lregiafnn

5 | Oktober Penyusunan Pengomunikasian Kepala SKPD - Perbaikan RTP
Tahun 20xx RAPBD, Risiko dan RTP Komite - KSOP
-1 DPerda APBD Pcnyusunan atau Dcngelolaan - Notulen

6 | November - | Penyusunan Revisi KSOP Risiko Pengomunikasian
Desember Rancangan Pengomunikasian UPR Tingkat | - Finalisasi Daftar
Tahun 20xx | DPA SKFD, perubahan KSOP Pemda, Risiko dan RTF
-1 dan Tingkat Eselon

Penetapan 2,3 dan 4
DPA SKPD Sekda Selaku
Koordinator

7 | Januari s/d | Pelaksanaan | Penyusunan atau Komite KSOP
Desember APBD Penyempurnaan KSOP Pengelolaan
Tahun 20xx (Tindak Lanjut RTP) Risiko

UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat Eselon
2, 3dan 4
Pelaksanaan KSOP Komite Bukti  Pelaksanaan
Pengelolaan KSOP
Risiko
Kepala SKPD
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- Pelaksana

Program dan
Kegiatan
Berkala Pelaporan dan Monitoring UPR Tingkat Form Monitcring
(Triwulanan) Risiko dan KSOP Pemda, risiko
Tingkat Eselon Form Monitoring
Z, 3 dan 4 Tindak Lanjut
- Unit RTP
Kepatuhan
- Sekda Selaku
Koordinator
Pemantauan Kinerja, risiko | Unit  kepatuhan Notulen Rapat
dan efektifitas KSOP yang | Pengelolaan Risiko Laporan
dibanguna Pemantauan
(triwulanan,
tahunan, S
tahunan)
Juni — .li | Penyiisunan | Revin dan pemutakhiran 1TPR Pemda | Daftar Rigikno dan
Tahun 20xx KUA PPAS | risiko strategis pemda (Bupati dan | RTP Strategis pemda
(Penetapan Kepala SKPD) | yang dimutakhirkan
sasaran Catatan : Sckda Sclaku
makro dan Koordinator
pagu Risiko Strategis Pemda
anggaran | akan direviu dan
pemda) dimutakhirkan setiap
tahun
Agustus - | Penyusunan | Reviu dan dimutakhirkan Unit  Pemilik
September RKA SKPD | Risiko Strategis (entitas) Risiko Tingkat
20xx (Penetapan | SKPD Eselon 2
rencana dan (Kepala SKPD
sasaran) Catatan : dan
Pagu Kabag/Kabid
Anggaran | Risiko Strategis (entitas) SKPD)
Per Kegiatan | SKPD akan direviu dan
dimntakhirkan setian
Tahun
Januari - | Pelaporan | Pelaporan Pengelolaan Bupati Laporan Pengelolaan
fcbruari Kcuangan | Risikc Tahun 20xx ¥cpala SKI'D Risikc Tahun 20xx
20xx + 1 Unit  Pemilik
Risiko Tingkat
Eseion 2, 3
dan 4
Unit
Kepatuhan
Sekda Selaku
Koordinator
Februari - | Reviu APIP | Evaluasi Pengelolaan risiko Inspektorat Laporan Evaluasi
Maret 20xx oleh APIP (APIP Daerah Pengelolaan Risiko
+1
Penilaian Maturitas SPIP Bupati Laporan Penilaian
Kepala SKPD Maturitas SPIP
Ineneltorat
(APIP Daerah) J

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai

G PP, I T
wcLinuL .
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Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

PENANGGUNG JAWAB
Bupati / Walkota
I i s G i s bty + UNIT PEMILIKRISKO
RSO TR PEMDA
« KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLARISKO
Unt reparuran + UNTTPEMILKRISKOTK Eselon2
[ Assen Sekda/ Unit Sekretars Doerah
e s ]
« PENANGGUNGJAWABPENGAWASAN
unt | «  UNITPEMILIKRISIKO TK ESELON 2
o0 == [ |
Kepaia Badan
m.;:\z . Daeran Bk
RISKO
- . - ==
3 Subbag pada Im | | Suetng.Sets | Suobd m
{ Sekda
|

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :
Penanggung Jawab;

Koordinator Penyelenggaraan;

Uliit Peinilik RiSiKo,

Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemda;

Unit Kepatuhan; dan

Penanggungjawab Pengawasan.

AR o o

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai
di li.ngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Tahapan Sebagai Berikut

. Bagaii 1. 2

i
———+ Identifikasi Kelemahan Lingkungan |
Pengendalian Intern (1)

Tahapan Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
L. Peudaiaul awal alas kercuianan liugkuugan peugendaliaul welaiul reviu
dokumen;
c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment
Evaluation (ECC);, dan
d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan
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1) Menetapkan Konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan waijib/pilihan
yang akan dilakukan penilaian risiko;
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan
a) Meneiapkan kuiieria dan skala dampak dan kewungkinan risiko,
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima
b. Identifikasi Risiko
c. Analisis Risiko
1) Melakukan Analisis Dampak dan kemungkinan risiko;
2) Memvalidast risiko;
3) Melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
4) Menyusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) :
a) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan
pengendalian;
b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka
mengatasi risiko;
c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastuktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan

kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

b. Pelaksanaan Kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkomunkasian pengendalian yang dibangun.
Feuauiauan
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
b. Pemantauan Kejadian risiko.

91

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu

Menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan

Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelapoiaii Pelaksanaair peiiaiail iisuso
Penilaian risiko dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah satu
kali dalam satu tahun, kemudian laporan pelaksanaan penilaian risiko diserahkan
kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur maksimal pada bulan
November.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unti pemilik risiko
Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan
reviu pada bulan Desember untuk memastikan bahwa dokumen rencana Tindak
Laijut peingendalian telal dilaksanakain sesuai icicaina daii sepaijaing dipeiiukan
perbaikan atas dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
Evaluasi pengelolaan risiko dilakukan pada bulan januari oleh Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur.
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CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT

The cisaa 1 =
1I'uliil 1.a l

EVALUATIOAN (CEE)

e Y e

NAMA FOMDA (Fempruv/ remkol/ Femkab)

Tahun Penilaian:

=

JAWABAN RESFONDEN (K)

mmm /KUESIONER

R1

R2

R3 | R4

RS

R6

Modu

KUOSIONER
R

PRNRGAWAN I'-?‘m".hﬂ VAN NTLAT RTIKA

MEMADAT

Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika
secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya
keteladanan, pesan moral dll)

Memadai

Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya
kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku
pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada
seluruh negawai

Memadai

Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi
yang melayani pengaduan masyarakat atas
nelanggaran aturan nerilakn /kode etik

Memadai

Pelanggaran  aturan perilaku /kode etik telah
Ditindaklanjuti

Memadai

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan
telah
Ditentukan

Memadai

Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi
posisi/jabatan

Memadai

Pemda telah memiliki dan menerankan strategi
peningkatan kompetensi pegawai

Memadai

Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi
secara berkala.

Memadai

mi YANG KONDUSIF
]

-

Fluupinan weidil menclapkan kebijakall peageiviaan
risiko yang memberikan kejelasan arah
pengelolaan risiko

o

Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan

peugu.u.l'uﬂu.u

Memadai

Pimpinan membangun komunikasi yang baik
dengan anggota organisasi untuk berani
mengungkapkan risikodan secara terbuka
wener ina/ wenggail pelapuoran 1isiko/ asaiai

Memadai

Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai
untuk meningkatkan kinerja

Memadai

Dimninan menestanlian Sasaran strate.

selarasdengan visi dan misi Pemda

aro
— o

(L]

(]

W
>

1w

W

Memadai

Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan
ke

dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat
operasioanl PERANGKAT DAERAH

Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah
menyajikan informasi mengenai risiko

Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan
pejabat
Dan

Memadai

Memadai

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI

Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh
PERANGKATDAERAH dan unit kerja

yang tepat

3

3

Memadai

Masing-masing pihak dalam organisasi telah
memperolehkejelasan dan memahami peran dan
tanggung jawab masing-masing dalam
pengelolaan risiko

Memadai

Pegawai yang bertugas di PERANGKAT DAERAH
merupakan pegawai tetapdan bukan pegawai yang
bersifat adhoc (sementara)

Memadai
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JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
PERTANYAAN /KUESIONER
sigi 5 Rl | R2| R3| R4 ] R5| R6 | Modu KUOSIONER
< Lag s

a B c D

L Adauyn Uauspaanst dan keiepaian wakiu K & 3 3 ) 3 3
pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Memada
masing-masingdalam pengelolaan risiko i

-7 mmm WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEFAT MEMADAL

1 Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan 3 4 3 4 3 2 3 Memadai
dengan Tepat

2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 4 3 * 3 3 3 Memadai
dilaksanakan secara tepat

3 Kewenangan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3 Memadai

F PENYUSUNAN PENERAFPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG
PEMBINAAN DAYA MANUSIA

!

1 Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur 2 3 2 3 3 3 3 )
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen Memadai
sampai
dengan pemberhentian pegawai)

2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi 2 3 2 3 3 2 3 Memadai
pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik

- ; =~ z 3

3 Inse;lt:: pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab 3 4 3 1 4 3 Sfaaing

dan erja

4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 2 3 2 2 3 2

5 Adanva paembarian revnard dan fatan smichment atae 2 2 2 a ] 2
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja)

6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2 3 2 2 3 3
dipertimbangkan dalam perhitungan
penghasilan

/ Instans: telah mengalokasikan anggaran yang 2 3 2 1 3 2

memadai untuk pengembangan SDM

G mmrrtuwumrmwmmmmrmm
MEMADAI

1 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/}] 3 3 3 4 3 3 3
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Memadai
Secara periodik
2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas 3 3 3 3 3 3 3
kepatuhan hukum dan aturan lainnva

3 Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi 2 2 3 3 3 3 3
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan
SPIP

AND lalh mclaksanakan piagawasan
berbasisrisiko.

5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP 3 3 3 3 3 3 3
telah Ditindaklanjuti
H mmmArmmmmmmmm MEMADAI
1 Hubungan kerja yang baik dengan 3 3 3 3 3 3 3
instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan
operasionai teian rerbangun

2 Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang 3 3 3 4 3 3 3
terkait Memadai
atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat,
BPKP,dan BPK) telah terbangun

Memadai

Memadai

-~
-

(1]
[£]
[£]

-~
~

(£]

Memadai

Memadai

Memadai

Keterangan:
Koiom c diisi dengan
Jawaban responden Ket
Jawaban:
1. : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2 s Kurang Qetuin /Telah dihnng’nn‘/ditoﬁnpknn_ alran torn!“' haliim lanaiaten
3. : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4. : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur
lingkungan pengendalian Misal:
KResimpuian uap pertanyaan :
"Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila
modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan
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Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian
Intern di Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2018
| Uraian
| 1 : Klasifikasi
Nol Sumber data | Ke
b c d

1 | Media massa

- Banyak terjadi pencopotan/mutasi
pejabatdaeran karena
tersangkut kasus hukum

-Pegawai belum ditempatkan sesuai
dengan kompetensi dan
Pengalaman

Penegakan integritas dan
niiaietika

Komitmen terhadap

B S 1
hU.I.lLtJ".- LC11O

tanggal xxx
tentang Hasil
cmcrinsaaii
BPK atas
Efektifitas

2 |LHP BPK No.

-Pemerintah Kabupaten XYZ belum
memniliki siraiegl daiamn pemenuiian
dan

pendistribusian SDM kesehatan di

1

Thysmlramem e
2GR OIRa s

Penyusunan dan penerapan
keblajakan yang sciial
tentang

pembinaan SDM

Sumber Daya
Kesehatan JKN

-Kualifikasi dan kompetensi Dokter
serta tenaga kesehatan di RSUD
Kabupaoten MYVZ belum memenuhi

kebutuhan akan kompetensiyang
seharusnya dimiliki

Komitmen terhadap
kompetensi

-Pemenuhan tenaga keschatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum memperhatikan

tingkat kebutuhan dalam pemberian
pelavanan Kesehatan

Penyusunan dan penerapan
kebiajakn yang sehat tentang
pembinaan SDM

SK Inspektur

¥w¥ tentang

3 | No.Xxx tanggal

Inspektorat Daerah belum melakukan

auditkinerja atas penyelenggaraan
urnean kesehatan dalam tinglkat

Peran APIP yang efektif

atas Kinerja

JKN

Penyelenggaraan

ketentuan mengenai praktek
Dokter

PKPT strategis
Inspektorat
T.HP RPK Non -Pelayvanan nasien RP.IS di
4 | Xxx Kabupaten XYZbelum optimal dan Kepemimpinan yang
tanggal xxx terdapat regulasi Dinas Kesehatan kondusif
tentang Hasil Kabupaten XYZ tidak berialan
Pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60
Tahun 2008. Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data

Walam ~ Aiiei r‘nngnn nraian lralamahan jibn hardoenrlran Aata yang adas marminalran lralarmaoahan atan
Kolom £ diiel Cengan UIr21an XelSmanon Jio DerCotnrian CAIA JANg A8 ol A==t oootiias azu

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian
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Contoh
Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

D snn

A waARAW A

-l
AZaveasa

T nsnt VU7
AFCANVACAAL LB & &

|Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ

[Tahun Penilaian : 2018
No. Sub unsur | Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan
Hasil Uraian Hasil Uraian
a v < | a € L & 5
1 Penegakan |Kurang Banyak terjadi Memadai Kurang Banyak terjadi
integritas Memadai pencopotan/mutasi Memadai pencopotan /mutasi
dan nilad pojabat dacrah karcna pojabat dacralh karcnma
etika tersangkut kasus tersangkut kasus
hukum hukum
2 Komitmen Kurang Pegawai belum Memadai Kurang Pegawai belum
terhadap Memadau ditempatkan sesuail Memadai ditempatkan sesuai
kompetensi dengan kompetensidan dengan kompetensidan
pengalaman pengalaman
Kualifikasi dan Kualifikasi dan
kompetensi Dokter kompetensi Dokter
serta tenaga serta tenaga
kesehatan di RSUD kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum Kabupaten XYZ belum
memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan
akan pemberian akan pemberian
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
di Era JKN di Era JKN
3 [Kepemimpin |Kurang |Pelayanan pasien BPJS|Kurang - Pimpinan Kurang -Pimpinan belum
an yang Memadai |di Kabupaten XYZ Memadai belum Memadai menetapkan
kondusif Ibelum optimal dan menetapka kebijakan
terdapat regulasi Dinas n kebijakan pengelolaan risiko
Kesehatan Kabupaten pengelolaan yang memberikan
IXYZ tidak berjalan risiko yang kejelasan arah
sebagaimana mestinya memberika pengelolaan risiko
[yajtu ketentuan nkejelasan -Rencana strategis
mengenai praktek arah dan rencana kerja
Dokter Puskesmas pengelolaan pemda belum
belum sepenuhnya risiko menyajikan informasi
menyediakan seluruh -Rencana mengenai risiko
kebutuhan farmasi strategis Pelayanan pasien
ntuk mendukung dan BPJS di Kabupaten
pelayanan kesehatan rencana XYZ belum optimal
secara memadai kerja dan terdapat regulasi
pemda Dinas Kesehatan
belum Kabupaten XYZ tidak
menyajikan berjalan sebagaimana
informasi mestinya yaitu
mengenai ketentuan mengenai
risiko praktek Dokter
4 Struktur - - Memadai - Memadai |-
organisasi
sesuai
kebutuhan
5 Pendelegasi |- - Memadai - Memadai |-
an
wewenang
dan
tanggung
jawab yang
tepat
6 Penyusuna |Kurang Pemerintah Kabupaten |Kurang -Pemda Kurang -Pemda belum
ndan Memadai |XYZ belum memiliki Memadai belum Memadai menginternalisasi
Penerapan strategi dalam menginternal budaya sadar risiko
Kebijakan pemenuhan dan isasi budaya -Belum terdapat
yang Sehat pendistribusian SDM sadar risiko pemberian reward
tentang kesehatan di Puskesma: -Belum dan/atau
Pembinaan Pemenuhantenaga terdapat punishment atas
SDM kesehatan di RSUD pemberian pengelolaan risiko
Kabupaten XYZ belum reward (Misalnya
memperhatikan tingkat dan /atau mempertimbangkan
kebutuhan dalam punishment pertanggungjawaban
pemberian pelayanan atas pengelolaan risiko
kesehatan pengelolaan dalam penilaian
risiko kinerja)
(Misalnya -Evaluasi kinerja
mempertimba pegawai belum
ngkan dipertimbangkan
pertanggungja dalam perhitungan
waban penghasilan
pengelolaan |
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risiko dalam
penilaian kinerja)
- Evaluasi kinerja
pegawai belum
dipertimbangkan
dalam

- anggaran
pengembangan SDM
belum memadai
Pemerintah Kabupaten
XYZ belum memiliki
strategi dalam

perhitungan pemenuhan dan
penghasilan pendistribusian SDM
-anggaran kesehatan di Puskesmas
pengembangan Pemenuhan tenaga

DM balum Isanehintnn A DOV
memadai Kabupaten XYZ belum

memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam
pemberian

peiayanan Kesenatan

7 |Perwujudan Kurang Inspektorat Daerah Memadai Kurang Inspektorat Daerah belum
peran APIP Memadai belum melakukan Memadai melakukan auditkinerja
yvang efektif audit kinerja atas atas penyelenggaraan

penyelenggaraan urusan kesehatan dalam
urusan keschatan tingkat strategis

dalam tingkat

strategis

] Hulugais - - Ivicueiai Iviciuadeal
Kerja yang
Baik dengan
Instansi
Pemerintah

ITcrka.it
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Koloin © diisi dengaii simpulan peinilaiain awal CEL béidasaikain doRUinGii

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara
penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau
lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

CONTOH

Nama Pemda
Provinsi ABCTahun Penilaian

: Pemerintah Kabupaten XYZ,

2018

Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

: RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Vvisi

: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Keligius, APBD untuk Rakyat

Misi Strategis RPJMD

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

2 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Perkntaan

3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak
Mulia

4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang
Kondusif

Penetapan konteks Misi

Dicilrn Qéentamis Do dn
asSlZo ZTTRtSgiE e

3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahanTujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas
ilasyaramat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas

transportasiTujuan 2.2 Meningkatnya

Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan
informasiTujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan
3.1 Mcningkainya axscs dan nualitas pondidikan

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam
pembangunanTujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi

Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Fenertapan Konteks i1ujuan
Risiko StrategisPemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran RPJMD

Saearan 2 2 1 Meningkatnva kecelamatan ibn anal

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten

XYZ Sasaran

3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam
pembangunanSasaran

AN s owr % 9 g 1 | ’ . 3 Aiad oi¥
D40 WICLLMERALILYA ”ACDCTLIALAaLL IC}JI UULUADL

Penetapan Konteks Sasaran Risiko
Strategis Pemda

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi,
jikaangka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah .

Fenetapan Konteks
IKURisiko Strategis Pemda

Usid Harapan Aidup adaiai diteniukan juimniain kemaiian bayi,
jika angkakematian bayi besar, maka usia angka harapan
rendah.

Prioritas pembangunandan

rram Daninabatan Wacalamatan This Malahivrkan Aan
Jrogram enim e atan sl amatar o el s

Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan

programunggulan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Urusazn Urizsan Wgiik Pelavanan Dasar Bidang Hesshatan

Pemerintahan

Daerah

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan
RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian

Fenduduk dan Keluarga Berencana (DF3AFZRB)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Tuinan 2.2 Meninalrotnrra derajat Lesshatan

Tujuan, Sasaran, IKU dan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas

Program yang akandilakukan kesehatan masyarakat

penilaian risiko IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah
kematianbayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka
harapan rendah

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

MNad

Kabupaten XYZ, ...September
2018
Bupati XYZ
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CONTOH
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3

~ -
P

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Provinsi ABC
Tahun Penilaian 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiibh Pelavanan Dasar Bidang

Kesehatan Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data |Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis| Meningkatkan derajat kesehatan masyvarakat

1.Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi

Sasaran 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Strategis 2. Meningkatnva Kualitas Pelayvanan DNasar dan Ruinkan.
IKU Renstra KU 202
PERANGKAT 3
DAERAH Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 57
Kelahiran
Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran 38,2
Hidup
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran 3,6
Hidup
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga 100
Kesehatan yang
memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum
ada
IKU Lansia Belum
ada
IKU Gizi Belum
ada
IKU Kesehatan KReproduksi Belum
ada

Program Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Tujuan Sirategis :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Tujuan, Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi

Sasaran, IKU
dan Program IKU Strategis:

yang akan -Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
dilakukan -Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"
penilaian risiko

Program:

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dst

Kabupaten XYZ, September 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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- ~
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda

Bidang Kesehatan OPD yang Dinilai

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABCTahun
Penilaian 2018 Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan

: Urusan Wajib Pelayanan vasar
: Dinas Kesehatan

Suimher Nata

Renia Ninas Kesehatan Tahun 2019

Tujuan Strategis

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

i Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program DNinas 3. Program Perbailian CGizi Masyarakat
Kesehatan (Re.nja 3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2019)dan Kegiatan |, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
CEama S Fivgiaiu Feuiughaian Resclauaiau bu weciabiihau dau auaks
1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu
hamil
2. Foaicwuan ANC Topadu 30 viany
peserta
Keluaran/Ha 3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi
sil Kegiatan dalam ponggunaan Duku KIA dan PMasca salin 50
dengan pelayanan darah orang
pada sektor eksternal peserta
Pclatihan Managemen Terpadu Pelayanan Keschatan 54
Peduli orang
4. Remaja peserta
Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1 20
S. orang
peserta

Program, Kegiatan,
dan Keluaran/Hasil
Keglatain yaiiy akeail
dilakukan
penilaian

reilra
Iiolil

Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan AnakKegiatan Jaminan
Persalinan (DAK NON FISIK) Keluaran/Hasil
Kegiatan:

1. Terbayarkanya Jaminan

2. Terlaksanya Kegiatan

Kabupaten XYZ, September 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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CONTOH KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Nama PERANGKAT DAERAH : Dinas
Kesehatan Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Thun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Tujuan/Sasaran { Pl Risiko Sebab Dampak
Strategis/Program ‘m Uraian Kode | penitik | Uraian | Sumber [ /"€ [Uratan | Pihak
Terkena
n h - A - L - h i i L3
Tujuan
Strategis Pemda
1 .
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masvarakat
Sasaran 3.2.2 Usia Penerap |RSP.1 Kepala Belum Internal C 1 Kepala
Meningkatnya Harapan an 9.01.0 Daera tersediany Angka [Daerah
kualitas Hidup Perilaku (2 h a Sanitasi kejadi Masya
kesehatan Hidup .01 Total an rakat
masyarakat Bersih Berbasis Penya |PERAN
Sehat Masyaraka kit GKAT
(PHBS) t (STBM) Tidak DAER AH
rendah (Tidak Menul |Terkait
termasuk ar
prioritas (PTM)
anggaran) tinggi
2.
Ang
ka
kej
adi
an
Pen
yak
it
Me
nul
ar
tin
ggi
3.
Angka
stuntin|
g
tinggi
Pelaya RSP.1 Kepala 1. Sarana [Internal C AK Kepal
nan 9.01.0 Daera prasarana tinggi |a
keseh 2 h belum AKB Daera
atan .02 memadai tinggi h
belum (Puskesma Akaba |Masy
meme s PONED Peningk|a
nuh tidak at an rakat
SPM tersedia,) kasus |PERA
Bidan 2. gizi N
g Juml buruk |GKAT
Kesen ahn Kasus |DAKK
atan tenag HIV AH
a mening |Terkait
keseh kat
HL an Rasus
belu TB
m mening
mem kat
adai Augha
(Tena kejadia
ga n
laboratori Penyaki
Sy ami3at.
dokter, Menula
tenaga r (PTM)
kesehatan tinggi
H Angleo
kejadia
n
Penyaki
x
Menula
r tinggi
Angka
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I | [ stuntin |
-4
tinggi
Program Kurang RSP.1 Kepala Kurang internal C Bayi Masyarakat
Peningkatan nya ibu 9.01.0 Daera nya lahir
Keselamatan hamil 2 h jumlah di
Ibu Melahirkan bergizi .03 posyan bawa
dan Anak rendah du h
yang untuk berat
tidak ibu norm
diperiks hamil al
a oleh
posyandu
Ibu RSP.1 Kepala Kurang internal C Menin |Masyarakat
hamil 9.01.0 Daera nya gkatn
melah 2 h aksesbil ya
irkan .04 itas kemat
tidak terhada ian
di P ibu
fasilit fasilitas dan
as kesehat bayi
keseh an yang saat
atan sudah melah
ada irkan

Keterangan:

Rului a diisi dougan uuviuo ulud

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan
strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam :
Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu
wcugeiaiihe 1isihu

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi

dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak fika risiko benar-benar terjadi
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CONTOH KODE RISIKO

; I Tahun . Entitas/PE | Nomor urut
Tiugkey Pelaksanaan | Je™is RANGKAT di Kode
Risiko Penilaian Risiko DAERAH | Entitas/PE
Risiko yang Mcnilai RANGHAT
DAERAH
RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01
RS 19 02 n& 01 RSO 19 N2 05 01
O
RO 19 03 25 01 RO0.19.03.25.01
O

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP
RSO
ROO

Strategis Pemda
Strategis PERANGKAT DAERAH
Operasional PERANGKAT DAERAH

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

01
02
03

U4
05

06
07
08

09

13

14

15

i6
17
18

19
20

Entitas
01
02
03

04

05

06
07

Pendidikan

Kesehatan

PU dan Tata Ruang

Perumahan dan Kawasan rermukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan

Moovaral-at

SMAAEYRISE=S

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan & Pclindungan
Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana
Perhubungan

Komunikasi dan informatika
KUKM
Penanaman Modal

Kepemudaan dan olah raga
Statistik

yvang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Pemda
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Dinas Ferumanan Kakyat dan Kawasan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Ninae Sacial

31

21
22
23
24
25

30
31

DL

33

34

18
19
20

21

22
23

Persandian

Kebudayaan
Perpustakaan

Kearsipan

Kelautan dan perikanan

Pertanian
Kehutanan/Perkebunan
Energi dan sumber daya mincral

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Penyusunan Kebijakan dan
Koordinasi

Adminiatratif

Administrasi Kesekretariatan
DPRD

Pembinaan dan Pengawasan

Perencanaan pembangunan,
litbang

Keuangan dan Pendapatan
Kepegawaian dan Pengembangan
SDM

Bencana

Politik

Lainnya

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Perdagangan dan Koperasi
Usaha

Kecil Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan

Perizinan

Terpadu Satu

Pintu

Dinas Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas rerindustrian

Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Ninae Pertanian




11
12

s
9]

14
15

16

17

Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Dinas Ketananan
Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
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32

33

aa

Dinas Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Badeau Fougciviaan keuaiigail,
Pendapatan

an Aset Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

RSUD

Tainnva
L= byt




m.n:,bwol_

CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda - Pemeriniah Kabupalen XYZ, Provinsi ABC
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian 12018
Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis : Meningkatkan cerajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan Urusan VWaijib Pelayanan Bidang Kesehatan
sl CCa— Sebab [ Tampait
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator IKinerja 3 c/iuc Pihak ya'g
Jraian Risiko | Pemilik Uraian Sumber Uraian Torloain
a b c d ° 1 ] h i ] k
1 Tujuan: Meningkatkan derajat
|kesehatan masyarakat | L.rl
[Sasaran Strategis OPD: 1. Angka Kematien Ibu Senggunaan lzyanan kesehatan RSO0.10.02|Kepaia |Kurangnya Sosialisasi Kesehatan intemna €~ |lbu hamil idak mengetahti |Dinkes
Meaningkatnya Keselamatan Ibu, Melahirkan Per 100.000 rendah .02.01 Dinas Keterlibatan lintas program lintas prosedur pelayanan dan RSUD
Bayi, Anak dan Reproduksi Kelahiran Hidup (Persalinan tidak dilakukan peda Kesehatan |sekior (Posyandu, RT/RW, Lurah, tanda-tanda bahay Maeyarakat
‘askes, kunjungan ibu hamil tidak Kecamatan, OPD lerkait) rendah kehamilan
2. Angka Kematizn Bayl (AKB) |leratur)
Per 1000 <elahiran Hidu>
Kualitas pelayanan AFN tidak RS0.19.02 |Kepala Kompetensi tenaga kesehatan Interna [+ Kepuasan masyarakat Dinkes
3. Angka Kematien Balita sesuai 3PM Kesehatan .02.02 105!. tentang APN (bidan, dokler) |rendah RSUD
(AKaBa) Per 1000 Kelahiran Kesehatan |rendah kualitas dan efektivitas Masyarakat
Hidup (TentangSDIDTK MTBS, neo natal peleyanan rendah
eseqsial |
4. Cakupen Pertclongan Sarana pendukung ANC kurang RS0.10.02|Kepala - Alat pendukung ANC tidak Interna’ [+ Kuglittas dan efekt vitas Dinkes
Persalinan oleh Tenaga memadai .02.03 Dinas dikalibrasi peleyanan rendah RSUD
Kesehatan yang memilik Kesehatan |- Regen dan alat pendukung ANC Kepuasan masyarakat Masyarakal
Kompetersi Kebidanan p— |rendah
5. Cakupen Pelayanan Mutasi fenaga kesehatan terlatih RSO.10.02|Kepala Sistemn kepegawaian Interna uc Kuslittas dan efektvitas |Dinkes
Ke: tan Bayi .02.04 Dinas peleyanan rendah RSUD
i 4 Kesehatan Kepuasan masyarakat Masyarakat
rendah
Program: Kurangnya jurriah tenaga RS0.19.02|Kepala OPD [Kurangnya kuantitas SDM di internal c Pelayanan di fasilitas Maceyarakat
Program Peningkatan kesehatan yang profesional .02.05 puskesmas untuk menangani kesehatan lidak optimal
Keselamatan Ibu Melahi-kan dan persalinan
nak o
Kurangnya kuglitas tenaga RS0.19.02|Kepala OPD |Kurangnya kualitas SDM di Internal [&] Pelayanan di fasilitas Maeyarakat
kesehatan yanqg profesional .02.08 puskesmas untuk menangani kesahatan tidak optimal
persalinan
ibu hamil melanirkan tidak di RS0.10.02|Kepala OPD |Kurangnya anggaran untuk Internal [+ Meningkatnya kematian ibu |Masyarakat
‘asilitas kesehatan (puskesmaes) .02.07 pengadaar fasilitas puskesmas dan bayi saat melahirkan
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urul

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalar RPIMPY/ Renstra

Kolom ¢ diisi cengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawah/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya r:siko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Morney, Method, Machine, dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unil kerja mampu untuk mengendalikan penycbab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah ider tifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuargan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko berar-benar terjadi
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Form 3.d
CONTOH KERTAS KERJA IDENT.FIKASI RIS/KO OPERASIONAL
[Nama Pemda : Pemneriniah Kebupa:en XYZ,
Provinsi ABZ Nama PERANG{AT CAERAH : Dinas
Kesehatan
Tahur. Penilaian 2018
deriod = yang, dinilai 2019
Myjuan Stretegis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasarian strategis PERANGKAT DAERAH : Meningkatkan derajat
sesehatan raasya-akat Urusen
Pemerintahan : Urasan 'Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketehatan
Indikat Risiko £ebab Damx pak
N| FKegiatan 74 " c/u *h
" Keluar C |
an Tahep Usaia L e Pemilik Uraian Iumber Uraian Pilnk yang
2 Risiko Terkena
& b - ‘. ° 1 g h i j k 1.
Program : erbayarkanya | Pertanggungjava| Pe tangsungjawaban tidak ROO.19|Kepala Dinas Berkas dokumentasi Ekste- 1JC |Pembayaran tidak Kepala
ban tepat .02 pasien nal clapat
Peaingkita [Jeuminen waktu .02.01 |Kesehatan/ terlambat dilengkapi leh segeradirealisasikan |Derah
n Kepala
Keselamata Bidang Kesmas |rumahsalcit Rumah saki:
n
Ibu Masyarakat
Melahirkan
dan Anak
Kegiatar: [Periatausahaan Pengadrainistrasian tidak ROO.19|Kepala Dinas Berkas dokumentasi Ekste- 1JC |Pembayaran tidak Kepale
tepat welktu .02 pasien nal clapat
Jaminaa .02.02 |Keetehatan/ terlambat dilenjtkapi >leh segeradirealisasikun |Derah
Kepala
Persalinan Bidang Kesmas |rumahsalcit Rumah sakit
(DAKNON lasyarakat
FISIK) ]
Pelaporati Lajoran Realisasi K:uangan [|ROO.]19|Kepala Dinas Ruraah Sakit (RS M. Ekste- JC |[Dana DAK Triwulan |Hepale
Triwular : .02 Yur.us) nal
Kesulitaa .02.02 |Kesehatan/ menyampgaikan klaim berikutnya tidak Derah
mengum pulkanadministrasi Kepala tidek clisalurkan
syurat p *ncairan, yaitu Bidang Kesmas |lengkap cleh Kemenkeu Rumah saki:
ke engkspan klaim, berura lMasyarakat
Pernantauan dan Kegagale n mengider tifikasi ROO.19|Kepala Dinas Evaluasi dilalukan [nterna C |/nggaran Jempersal |Dinas
eveluasi pe ‘masalahan .02 Ketehatan/ terbatas l tidak Fesehet
.02.04 |Kepala pada output (jumlah terserap 100% &n
burail
Bidang Kesmas |miskin  yang  belum
mempunyai janinan
keschatan lainnya
terlayani
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Terle ksananys

Kegiatan

Perencaiaan Data Ibu hamil miskin yang |ROO.19{Kepala Dlinas |Furangnye koordinasi Interna Peren:anaan kurang |Kepala
belum .02 cengan 1 tepat
memiliki ‘aminan kesehatan |.02.05 |Kesehatan/ DinasSosial Derah
lainnya Kepala
dari kecainatan dan Bidang Kesmas Rumah sakit
kelurahan belum Masyarakat
Ada
Perhitungan kebutuhan ROO.19|Kepala Dinas Tidak ada Interna Terhambatnya Kepala
dana tidaktepat .02 Kesehatan/ databas: 1 pelay:nan Derah
.02.06 |KepalaBidang Rumah
Kesmas sekit
Masyara
ket _
Pelaksanaan Adanya pasien yang masih ROO. 1% Kepala Dinas Tidak Interna Rendzh Kepa
dikenakar biaya ole1 .02 Kesehatan / ada 1 nya la
RS/Bidan (double cl2im ) .02.07 |KepalaPBidang databa kepuesa Dera
Kesmas se n h
masyarakat Rumah sakit
Masyarakat
Pelaksanaan Proses cross check data ROO.19{Kepala Dinas Kureng Interna Terhambatnya Kepa
dengan .02 Kesehatan/ nya 1 pelaysnan la
BPJS dan .02.08 |Kepala Bidang kordin Dera
Jamkeskot yang Kesmas asi h
membutuhkan Rumah
waktu laria sekit
Masyara
ket

Keterangan

Kclom a diisi dengan nomor urut
Kclom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, (an sasaran kegiatan sebagaimana tercantum calam RKA SKPD Kolom c disi dengari indikator kinerja “ujuan/sasaran kegiatan
Kclom d diiti dengan tahapan legiatan
Kclom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risilco Kolom [ diisi dengan Kode risiko

Kclom g diisi dengan Pemilik r siko, pihak/unit yang bertanggung javab/ berlepentingnn untuk mengelola risiko
Kolom h diis dengan penyebab t mbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategc rikan ke dalam :

diisi dengan sumber risiko (eks:ernal/internal)

Kclom j diisi dengan =, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risilo

Man, Money, Method Machine , dan Malierial Kolom i

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbullkan jika r siko bener-benar terjadi. Untuk mempermudah identifike si dampak risiko, clampak risiko bisa dikategorikan ke dinlam: Keuangan,
Kinerja, Reputasi dar Hukum Kolom | diisi dengan pihak/unit yang menderitz./terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Kertas Keria Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda :
Tahun Penilaian E

Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

2018
: Meningkatkan d

Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

jat kesehat

yarakat

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

RS/Bidan (
double claim )

ROO.19.01.05.
08

Kesehatan
i Analisis Risiko
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala " Skala
| Dnov oo Wanswanalelman *§ ]
) o
a b c d e f=dxe
I Risiko Strategis
1| Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah RSP.19.01.01. 3 3 9
01
2| Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang RSP.19.01.01. - B o 3 15
Kesehatan 02
3| Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa |RSP.19.01.01. 3 3 9
oleh 03
posyandu
4{Tbu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan RSP.19.01.01. 5 3 15
04
I| Risiko Strategis PERANGKAT DAERAH 1: Dinas
I| Kesehatan
1| Penggunaan layanan kesehatan rendah RSO.19.01.05. 4 3 12
(Persalinan tidak dilakukan pada faskes. kuniungan ibu =4
P vl
hamil tidak teratur)
2| Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RS0O.19.01.05. 4 2 8
02
Al 2arons pamdulung WNC Imrans memadad RE0.19.01.0E. 4 4 1€
03
Mutasi tenaga kesehatan terlatih RS0.19.01.05. 4 3 12
04
5 kurangnya jumian tenaga kesenatan yang proiesionai KSU. 19.02.U2. 3 3 9
05
6| Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional RS0.19.02.02. 3 3 9
06
7|Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan RS0.19.02.02. 5 3 15
(puskesmas) o7
1I| Risiko Operasional PERANGKAT DAERAH 1: Dinas
I | Kesehatan
1| Pertanggungjawaban tidak tepat waktu ROO.19.01.05. 4 3 12
01
2| Pengadministrasian tidak tepat waktu ROO.19.01.05. 4 2 8
02
3| Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 5 2 10
mengumpulkan R0OO.19.01.05.
administrasi svarat nencairan, yaitn kelenglanan klaim n3
berupa
Kegagalan mengidentifikasi permasalahan ROO0.19.01.05. 4 3 12
04
Dl Data Ibu hainil miskiin yaing beluin mciniliki jaininai S 3 )
kesehatan lainnya dari ROG: 135'01'05'
kecamatan dan kelurahan belum ada
6| Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat ROO.19.01.05. 2 2 4
00
7| Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot ROO.19.01.05. 3 2 6
yangmembutuhkan 07
waktu lama
s| Acanya pasien yang masin dikenakan biaya olen 3 1 3

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3.a, 3.b, dan 3.c Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai

3.d

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan

peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang
diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan




Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

Bidang Kesehatan

masyarakat Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

: 2018

: Meningkatkan derajat kesehatan

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar

snuai

Pemili

jaminan kesehatan
lainnya

dari kecamatan dan
kelurahan belum ada

Dinas Sosial

No Risiko Prioritas Kode > Penyebab Dampa
| Risiko Rioth RefEE s k
| o MASIKO
a b | c d e f g
I Risiko Strategis
1} Pelayanan RSP.19.01 15 |Kepal 1. Sarana AKI
kesehatan belum .01.02 a prasarana tinggi
memenuhi SPM Daera belum AKB
Bidong Kecshotgn h Sidmndal fetoToliod
(Puskesmas Akaba
PONED tidak Peningkatan kasus
tersedia,) giziburukKasus
2. Jumlah HIV meningkat
tenaga Kasus TB meningkat
kesehatanbelu Angka kejadian
mmemadai Penvalrit Tidal-Menular
(Tenaga (PTM) tinggi
laboratorium, Angka kejadian
PenyakitMenular
tinggi
Angka stunting tinggi
2 Tidak seluruh bayi RSP.19.01 15 |Kepala Kurangnya Bayi tidak mendapat
mcndapatimunisasi L L.04 Dacrah anggaran imunisasiyang mcmadai
vang cukup pengadaan vaksin [dan lengkap
imunisasi
I} Risiko Strategis
PERANGKAT DAERAH
1
ij Sarana pendukung ANC [RSO.19.0 i6 | Kepaia = Alat pendukung | Kuailtas peiayanan ANC
kurangmemadai 1.05.03 Dinas ANC tidak tidaksesuai SPM
dikalibrasi kesehatan
'- Regen dan alat
pendukungANC
kurang
- Tenaga
laboratorium di
Puskesmas
kurang
AThu hamil melahirlan RSO 100 15 !Kepala Kurangnya Meninglratnya lemation
tidak 2.02.07 Perangk |anggaran untuk ibu
di fasilitaskesehatan danbayi saat
melahirkan
(puskesmas) at pengadaan fasilitas
Daerah puskesmas
II] Risiko Operasional
PERANGKAT
DAERAH 1:
Dinas
Kesehatan
1} Data Ibu hamil miskin |ROO.19.0 16 |Kepala Kurangnya Perencanaan kurang
yang bolum mcmiliki 1.05.CE Didang Roordinasi acngan | topat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut; Kolom b diisi dengan risiko prioritas; Kolom c diisi dengan kode risiko;
Kolom d diisi dengan skala risiko; Kolom e diisi dengan pemilik risiko; Kolom f diisi dengan penyebab; dan

Kolom g diisi dengan dampak.




Penilaian atas Kegiatan Pengendalian vang ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas
Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP dan CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah
Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 2018
No Konduq Rencana Penanggung Target Realisasi
e __ Tindax Jawab | Waktw el
rengen rengendaiian renyeiesaia &%
yang Kurang Lingkungan n
TGinanas Fongchnuaiiai
a b c d e f
I |Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1|'Banyak terjadi Analisis/kaji Inspektorat Triwulan Triwulan II
pencopotan/mutasi an 112019 2019
pejabat daerah kelemahan
Lavena tersongolont penporidalion
kasus hukum kepatuhan hukum
II [Komitmen Terhadap Kompetensi
1|Pegawai belum Penyusunan BKPSDM Triwulan Triwulan III
ditempatkan sesuai peta 1112019 2019
dengan kompetensi kompetensi
dan pengalamani dan perbaikan
ser
penempatan
Pegawai
2| Kualifikasi dan Recruitmen Dinas Triwulan Triwulan III
kompetensi Dokter dokterdan tenaga kesehatan 1112019 2019
sertatenaga kesehatan
kesehatan di RSUD
Kaobupaten MYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian
pelayanan
kesehatan di
EraJKN
I Henemimpinan yans boandusif
1{Pimpinan belum Penyusunan Sekda Triwulan Triwulan Ii
menetapkan kebijakan |kebijakan 12019 2019
pengelolaan risiko pengelolaan
Risiko
2|Rencana strategis Penilaian risiko Sekda, BPPD Triwulan Triwulan Ii
danrencana kerja rencana 12019 2019
paida Behim stimtesds dan
menyajikan informasi rencana kerja
mengenai risiko
3|Pelayanan pasien Evaluasi Inspektorat Triwulan Triwulan Ii
BPJS di Kabupaten pemberian 12019 2019
XYZ belum optimal layanan dan
dan terdapat regulasi |kepatuhan
Dinos Essshatan remilsei
Kabupaten XYZ tidak
berjalan sebagaimana
mestinya yaitu
ketentuan
mengenai praktek
Dokter
TViPenynennan dan Peneranan Hehiialran vang Sehat tentang Pamhinaan SDM
1{Pemmda belum Sosialisasi budaya |Sekda Setia Setiap bulan
menginternalisasi risiko pada setiap P
budaya rapat bula
sadar risiko bulanan n
2|Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwulan Triwulan I
pemberianreward pemberian reward 12019 2019
dors fotawn donfaton
punishmentatas punishmentatas
pengelolaan risiko pengelolaan risiko
3|Evaluasi kinerja Kajian BKPSDM Triwulan Triwulan
pegawaibelum rancangan 12019 12019
dipertimbangkan perhitungan
dalam hasilkinerja
perhitungan terhadan
penghasilan penghasilan




4|Anggaran Kebijakan BKPSDM Triwulan Triwulan
pengembangan SDM efisiensi 12019 12019
belum penggunaan
Memadai Anggaran

b|Pemerintah Kabupaten |Penyusunan Uinas I'mwulan ‘ITiwulan 11
XYZ belum strate |kesehatan 112019 2019
memiliki strategi dalam |gipemenuhan dan
pemenuhan dan pendistribusian
pendistribusian SDM kesehan
SDM (Rekomendasi

BPK)

kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ

6| Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD Triwulan Triwulan II
kesehatan di RSUD Pemenuhan Tenaga |Kabupaten XYZ II 2019 2019
Kabupaten XYZ belum |kesehatan di RSUD
memperhatikan tingkat |Kabupaten XYZ
kebutuhan dalam
pemberian

Vo reiwujudail reiail ATIE yailg Dicniil

1| Inspektorat Daerah Perbaikan Inspektorat Triwulan Triwulan I 2019
belum melakukan prosedur 12019
audit Kinerja atas pengawasan
penyelenggaraan kinerjadan
urusankesehatan penyusunan
dalam tingkat PKPT inspektorat
strategis

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang
kurang memadaiKolom c diisi dengan perbaikan yang akan
dilalonlean
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan
kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP




(RTP atas hasil Identifikasi Risilto)

Contcoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan

Nama Pemda
Tahun Penilaiun

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi AEC

1 2018

Tujunn Strategis : Meningkatknn derajat keschatan m:usyarakat
Urusan : Urusan Wajih Pelayannn Dusar Bidarg
Pemerintahan Keschatan
Kode | Urian Reacana Pemilik/ Target
No Risiko Prloritus Risik Pungendalian Celah Tindak Penarnggun Walktu
° ying Sudah Ada H...n.n._-:.. Pongendalinn gJawab Penyelesaia
*) n
a < d e i £ h
I |[Risiko Stiategis =
1{Pelayanan kesenatar: belum m2menuhi |[RSP.19.0|SOP Pertolongan Prcsedur Recruitmen tenaga Kepala Daersgh |T-iwulan IV 2019 |
1. pengendalian
$PM Bidang Kesehatan 01.02 Persalinan tidak dapat honorer keszhaten
dilaksanakan
2[Ibu hamil melahirksn tidak difasilitas [RSP.19.0 |Perkada tentang Kuantitas SDM Rekru: tmeri nakes Kepala Daereh |T-iwulan IV 2019 |
1. nalkes
kesehatan D1.0< analisis kebutuhar |yangterlatih kurang cqg. Ka EKD ¢
Ka
pegawai Baclan Diklat
II |Risik> Strategis Dinas 7]
IKesehatan
1|$arana pendukang Ante Natal Care RS0.19.0{SOP Kalidrasi Alat |Prcsedur Evaluasi atas Kepala Dinas |Triwulan I 2019
(ANC) ). pengendalian
kurang memadai 115.03 belum cilaksanakan|iraplementasi SOP
Kalibrasi Alat
Standar Pelayanan |Prcsedur Evaluesi atas Kepala Dinas |T:iwulan II 2019
pengendalian
Puslemas belum cilaksanakan|iraplementasi Ste ndar
(Permnenk:s P:layanan Puskemas
Nomor
2|Ibu hamil melaairkan tidak di fasilitas |RS0O.19.0|SOP penanganan Kualitas SDM nakes|Mengadakan pelatihan|Kepala Dinas |T-iwulan I 2019
2. ibu
kesehatan (puskesmas) 2.06 bersalin :vang yangterlatih kurang |nakes Kesehatan

menyebutkan

bahwa
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1II |Risiko Operasional Dinas
Kesehatan
1|Data ibu hamil miskin yang belum |[ROO.19.0|Juknis Prosedu:- Evaluasi atas Kepala Bagian |[Triwualan II 2319
memiliki jamnan kesehatan lainnya |1.05.05 |Penggunaan DAK  pengendalianbelum |implementasi
dari kecamatan dan kelurahan belum Non Fisik dilaksanakan (Permenkes Nomor 3
ada (Permenkes Nomor Tahun 2019)
3
Tahun 2019
Kerangan

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritasKolom ¢

diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian perigendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap t dak hanya nama SOP nya, Centoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibers hkan 2 kzli sehari.
Kolom e Diisi dengan alasan tidek efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendaliar. sudah dilakukan, namun belam mamp1 menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengenialian belum/tidak clapat dilaksanakan,

(3) Kebija can belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijjukan dan jrosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Xolom f diisi dengan pengendelian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab intuk menyelenggarikan kegistan pengeadalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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CONTOH RENCANA DAN REALIBAS] ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEG/ATAN PENGENLALIAN YAN(: DIBANGUN

Nams: Pem.da

Tahun

Penilaian

Tujunn

Strategis

Urusun Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten XYZ!

: 2018

: Meninghkatkan derajat ltesehatan masyarakat
: Urusan 'Wajib Pelayanan Dasar Bilang Kesehatan

Media/Bentuk Sarana

Rencana Waktu

Realisasi Waktu

No| Kegiatan Pengendaliin yang Prahsiilb ales Penyedia In/ormas| Pencrima |nformasi Pilikaaitnas Pelal iab Eeteranga
Dibutuhkan n
a b c d e f SR h
1 | Recruirmen tenaga honorer Rapat Selda/Eappeda Dinas Triwulan I 2019 Februari Telah
kesehe.tan Kesehatan 2019 dilakanaicas
EKPSDM denditiadaklanju
ti. Dokumentasi
berupa notul:n
2 | Rekruitmen nakes Surat usulan BKD BKN Triwulan I 2020 Februari Telah
penambaian 2019 dilakanakan
nakesdariBKD denditiadaklanju
ke EKN ti. Dokumentasi
berupa notulen
3 | Evaluesi atas imslementasi Rapat/Surat Edaraa| Diras Kesehatan Staf Dinas Triwulan I 2019 Februari Telah
SOPAlatKalibras:. kesehstanterkait 2019 dilakanakan
denditiadakianju
ti. Dokumentasi
berupa notul:n
4 | Mengadakan pelatihan nakss Surat/nota Kepala Elidangz Kepala Din<es Triwulan I 2019 Februari Telah
dinas usulan 2019 dilakanakan
pelatihan denditindaklanju
nakes dari ti. Dokumentasi
KepalaBidang berupa notulen
kepeada
Kepala Dinkes
5 | Evaluesi atas Rapiat/Scrat Edaraa| Diras Kesehatan Staf Dinas Triwulan I 2019 Februari Telah
irnplementasi keseheatanterkait 2019 dilakanakan
StandarPele yanan denditiadaklanjut
Puskeinas i. Dokumentasi
berupa
notuler.
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Kolom a diisi dengan nornor urut

Kolom b diisi deagan Kegiatan Peigendalian yang Dibutuhkan
Kolom ¢ diisi dengan Media/Bent ik Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom ¢ diisi dengan Pererima In‘ormasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pela ¢sanaan

Kolom g diisi dengan Reszlisasi Waktu Peleksanaa
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6 | Evaluasi atas iraplementasi Rapat/Surat Edaran|Dinas Kesehatan Staf Cinas Triwulan I 2019 Februari Telah
(PermenkesNomror 3 Tahun kesehatanterkait 2019 dilakanakan
2019) dand tindaklanjut

i. Doltumentasi

berupa

notulen
Keterangan:




'ONTOH RENCANA DAN REALISASI ATA!S PENGEOMUNIKAS!IAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemdla : Pemerintalh Kabupatenn XY2Z
Tahun Penilaian :+ 2018
Tujuan Strategis : Meningkatcan derajat kesehatan masirarakat
Urusan Pemerintihan : Urusen Wajib Pelayanin Dasar Bidang Keselatan
Rencana Waktu
Bentuk/Me'!ode Femantauan 1’enang'gung Jawab Rezlisasi Waktu
No Keglatan Pengerdalian yang Dibutuhkan ; Pilaksanaan Keterangan
yang Diperlukan Peinanta'ian Pumantauan Pelaksanaan
a b o d e f £
1 | Rekrutmen tenagia honorer kesehatan Konfirrnasi persiapan dan Kepala DInas Cktober. November, Oktober. November, |IMonitoring telah
laporan pelaksanean kegiatan | Kesehatan Direktur LC'esember 2019 Deseinber 2019 cdilaksanakan,
RSUD clidokuimentasikan, den
cdidistribusikan
2 |Rekruitmen nakes Konfirrnasi/ >emantauan BKD Semester | Jun 2019 Monitoring telah
berkelemnjutan i clilaksanakan,
cdidokumentasikein, den
cdidistribusikan
3 | Zvaluasi atas implemeatasi SOP Konfirinasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester [ Jun 2019 Monitoring telah
AlatKalibrasi Laporan pelaksanaan Kenehatan Direktur i clilaksanakan,
kegiaten RSUD didokumentasikein, dan
clidistribusikan
4 | Mengandakan peletihan nakes Konfirmasi/ >emantauan Kepala DInas 3emester | Jun 2019 MMonitoring telah
berkelenjutan Keunehatan Direktur i dilaksanakan,
RSUD cdidokumentasikan, dan
clidistribusikan
5 | Zvaluansi atns implementasi Standar Konfirinasi pelaksanaar Kepala Dinas 3emester | Jun 2019 Monitoring telah
PelayananPuskemr as Laporan pelaksanaan Kesehatan Direktur i clilaksanakan,
kegiaten RSUD didoknmentasikan, dan
cidistribusikan
6 | Ivaluasi atas implemeritasi (Permenkes Konfirmnasi pelaksanaarn Kepala Dinas 3emester | Jun 2019 lMonitoring telah
Nomor 3 Tahun 2019) Laporan pelaksanaan Kenehatan Direktur i cilaksanakan,
kegiaten RSUD didokumentasikan, dan
clidistribusikan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urnat

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yvang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperluken

Kolom d diisi dengan Penenggung Jawalk Pemantauan
Kolom e diisi derigan Waktu Pelaksanaan Pemantaian
Kolom f diisi derigan Rencana 'Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangen tarnbahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemartauan, pelakse naan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan la

44




M._.w.... NAAN RTP

Kolom a diisi cengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

i dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
dengan dampak peristiwa risikc pada tahun berjalan
i dengan keterangan tambahan

CONTOH i Lamnairan 5
PEMNCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) D/ I Form 10
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penllalan : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemarintahan : _Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidanpg Kesehatan
Kejadian Risiko :
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Keterangan RTP Rencar Heullsnnl —wm—lgﬂ-— Keterangzn
Tanggal terjadi Sebab Dampak Pelaksaraan RTP RTP
||Risiko Strategis Pemda
1|Felayanan kesahatan belum memenuhi |RSP.19.01.01.02 Maret 2019 Jumlah tenaga Kematian Bayi Diisi dengan Recruitmen tenaga honorer Triwulan IV Oktober 2019 Telah cilakanakan,
EPM Bidang Kesehatan kesshatan belum keterangan kesehatan afektifitas RTP
memadai tambahan belum dapal ciukur
(Tenaga
laboratorium,
dokter, tenaga
kesahatan)
2|Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi |RSP.18.01.01.04 |[Tidak Te-jadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Rekrultmen nakes Triwulan IV Oktober 2019 Telah dilakanakan,
yang culkup ofektifitas RTP
belum dapat ciukur
S H---'---
ll|Risiko Sitrategis Dinas Kesahatan
1|Sarana pendukung ANC kurang RS0O.19.01.08.03 |[Tidak Terjacli Tidak Terjadi Tidak Terjacli Tidak Terjadi Evaluasi #tas implementasi SOP  |Triwulan | Maret 2019 lelah dilakanakan
memadai Kalibrasi Alat dan ditindaklanjuti
Evaluasi atas implementasi Triwulan I Apr-19 lelah dilakanakan
Stendar Pelayanan Puskemas dan ditindaklanjuti
2 |Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas RS0.19.02.02.07 |Tidak Tesjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Mengadakan pelatihan nakes Triwulan 11 May-19 Telah dilakanakan
kasehatan (puskesmas) dan ditindaklanjuti
e —— -.-. -.l
" Risiko Operasional Dinas Kesehatan
1|Cata Ibu hamil miskin yang belum ROO0.19.01.06.02 |Tidak Tezjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Evaluasi etas implementasi Triwulan |1 Apr-19 Telah dilakanakan
memiliki jaminan kesehatan lainnya (Permenkas Nomor 3 Tahun dan ditindaklanjuti
dari kecamatan dan kelurahan belum 2019)
ada
Masalah/Risikc Baru:
Keterangan Kolom c diisi dengan kode ris’ko




Contoh
Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan Penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko startegis (entitas) SKPD, dan penilaian
risiku opcrasional periu disusun Lapran basil penilaian iisiku, scbeiun
difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah
daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait,
sedangkat draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) SKPD
dan tingkat operasional SKPD perlu dibicarakan dengan Kepala SKPD dan
pihak vang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR)
disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris
Dacraii dan Uil Kepatuliaun luieinal dilaporkan ke Unit Kepaiulieul, dengan

contoh Outline sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
sclia gauubaian wuuin  kebijakan  pengelviaan  1isiko  pelcriniail
daerah.
B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi Peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah Pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menijadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
C. Maksud dan Tujuan
Bagiail iii Deiisi inaksud dail tujuail dilakukaiulya peigelolaail iisiko
di Pemerintah Daerah.
D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi Batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
2. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
sclaijutitya disimpulkail Koidisi ligruigail peéngéildaliain uiusail
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
3. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
A. Penetapan Konteks/Tujuan
Dagiain ini berisi tentang penctapain konteks strategis Pemerintah
Daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai
dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional
lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko
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4.

Bagian ini berisi hasil diskusi unit Pemilik terhadap atribut-atribut
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (Controlabble) atau tidak
adapai dikendalikan (urconiroliubiej vieh penilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko.
C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil analisis Risiko sesuai
urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak
dan kemungkinan dari risiko vang sudah diidentifikasi.
D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah
ada di  pewetiniadl daciall yauy  lerkail  deugan siku yaug
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan
atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan
waijib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian
yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Rancangan Informasi dan Komunikasi
Dagiail i1l DELIS] TaiiCailgail Uiloiinas: dail Koindilkas: yaig dibutulikail
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancangan dilaksanakan dan berjalan efektif.
Penutup
Dagiail i DErSI siinpulail faincaigail peiiciapail peiigelolaail risiko Uit
Pemilik Risiko.
Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta
pengkomunikasian dan monitoringnya).

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I,
II, III dan IV) Oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), unit Kepatuhan dan Komite

b 1 1 ™ b |
reilgeiulddil rusiku.

2.1

Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis SKPD dan tingkat Operasional SKPD dikoordinasikan oleh
Unit Pemilik risiko Tingkat Eselon II.

Bagan 1.3
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat
- Unit Kerja

Laporan Tingkat
Pemerintah Daerah

- _ - - e
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Kegiatan Pelaporan dilakukan sebagai berikut :
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi :
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani vieh Seliap Unii Kerja Triwulau;
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh Setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat SKPD
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan

Qperasional sesuai dengan urusan yang ditangani cleh setiap SKPD
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) SKPD dan
Operasional SKPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
SKPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

a. Laporan Kompilasi Seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan;

b. Laporain Kompilasi Seluruh urusan Tingka

Daerah Tahunan.

o Clhmnd e Thaae catund =l
LWLl G.l.‘:sl.b rcuiciiuitail

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada
Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan

Internal, dengan contoh outline sebagai berikut :
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Laporan Triwulanan I/II/III/IV
Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
seita gainbaiail winuin Kebijakaii peiigelolaai iisiko peineiiital daciali.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintal dacrali.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi Batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I, II. III
dan IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
ducncanakanl pada perivde Ulwulanan ierscbui. Daglan uu juga dapat
berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I, II, III
dan IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai
gap vang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan
realisasinya.

Haunbalean: Pelaksatiaaur Reglatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang

menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan

pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,

keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan Pemantauan RTP pada

tiiwulail teisebutl dain daii hasil Moiniloiing il juga diaialisis apabila

diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut

dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk

penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja

pmerintah daerah.

2.2 Pelapoian Unit Hepatuhan
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit
Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat
bertindak sebagai unit kepatuhan pada SKPD. Pemantauan dilakukan
untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan
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pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risikou disusun vieh Unii Kepaiuhan luternal yang disampaikan kepada
Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan
contoh outline sebagai berikut :

Laporan Triwulan I, II, III dan IV
Unit Kepatuhan Risiko Pemantaun Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah
daciah yaing dilapoikai oleli UPR kepada Uiiit Kepatuhaii.

. Hambatan Pelaksanaan Kegaiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko
oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan
oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta
alladists lasil pelnaniauan uniuk wemasiikan baliwa peugendaiian yauy ielail
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan
dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode
pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu
pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya
yvang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
lleunbateur yaug dilapuikaul viell UK seila rchoinendasi sUailegis uaupuil
teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit
kepatuhan kepada UPR.

2.3 Pelaporan Komite Pengelolaan
Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah :

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
i1oiinai,

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah Cq
Sekretaris Daerah;

4) Menjadi Fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah
dalain mélaksainakain Langkah deini Langkah proses penilaiain
risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang
berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan
membuat Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah Cq

Sckiciatis Dactall deugan conivit vuiline scbagai berikut .
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Laporan Triwulanan I, II, III
Komite Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama

tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh

pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan

pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Hawbaian Pelaksauaan Koglailan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan

risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang

dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas

hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan

risiko pemerintah daerah.

Hasil Pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah

pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagiail i1 DErisi Ufaiail Liasili Kegialail peinbiilaail teinadap peigeivlaaii

risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil

fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam

melaksanakan Langkah demi Langkah proses penilaian risiko ataupun

pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan

pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan

haimbatain seita ieKoicidasi stiategis maupuin tekinis daii hasil kegiataii

pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.
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